
ABSTRAK PERATURAN 

PERUBAHAN KETIGA - PAJAK PENGHASILAN - WAJIB PAJAK BADAN 

PERMENKEU RI NOMOR 123/PMK.03/2019 TANGGAL 27 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO.975) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN 
PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN SATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH 
SERTA KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB 
PAJAK BADAN  

ABSTRAK :  - Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang 
pertambangan mineral dan batubara dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan 
Batubara, serta Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang 
kontraknya diperpanjang dan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi 
yang telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata 
uang Dolar Amerika Serikat dan untuk menampung perkembangan terhadap kriteria Wajib Pajak 
yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata 
uang selain Rupiah yaitu bahasa lnggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan 
Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan .   

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Permenkeu RI Nomor 196/PMK.03/2007 (BN Tahun 2015 No.17). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Wajib Pajak pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi tetap dapat 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar 
Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Karya atau Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara sampai dengan berakhirnya tahun buku berikutnya setelah 
tahun buku diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dengan 
menyampaikan pemberitahuan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku yang diperkenankan. 

CATATAN  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2019. 

    

 


